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1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di S lay
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembar:
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana
Undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199
Negara Republik Indonesia Nomor 3569 ); ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih d: Bel
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Indonesia Nomor 3851); . g e ¢
; & : " nesia Tahun 2003
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indo

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5
Republik Indonesia Tahun
tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rep ) :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten
» 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)?_ ’
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelo

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tamba
- 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten
- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004: ter
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah)

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
- Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ter
| Republik Indonesia Tahun 2004 Nom;): 150,
1. Undan -Undang Nomor 23 Tahun 20
‘ Nomorglzs, Tambahan Lembaran N__ ‘
terakhir dengan Undang-Undang N
Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
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Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2901 tentang Pembinaan dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,

a telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
omor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
akilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indone;
ublik Indonesia Nomor 4540); '
aturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keu
blik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Nega
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
onesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Re
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Lembaran Negara Republik In
an Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dar
5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republi
ituran Pemerintah Nomor 56 Tahun 200!
ia Tahun 2005 nomor 138, Tamba
an Pemerintah Nomor 57 Tahun 200
2005 Nomor 139, Tambahan Lem
turan Pemerintah Nomor 58 Tahun
esia Tahun 2005 Nomor 140, Tam
Pemerintah Nomor 65
(a
onesia Nomor 4585);
aturan Pemerintah Nomor 8 Ta
* Negara Republik Indonesia Tahun
3. Peraturan Menteri Dalam Neggfl
~ telah diubah dengan Peraturan
Permendagri Nomor 13 tentang
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. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi ‘Ranc
Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Daerah Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12Tahun 2018 tentang Pokokrpekak
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 9 Tahun 2019 tentangPeru|
ggaran2019; i
Peraturan Bupati Luwu Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penjabaran |
Dggaran 2019; : ‘

Dengan Persetujuan Bersama ;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU

PURAN DAERAH KABUPATEN LUWL
APATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

Dalam Peraturan Daerah ini yang,
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1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Bupati adalah Bupati Luwuy.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan AP
a. Laporan realisasi anggaran;
b. Laporar: Perubahan Saldo
c. Neraca; L
d. Laporan Operasional;
€. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan F
g. Catatan atas lapors

ana

12) Laporan Keuangan g GIug
usahamilik daerah/perusahaan daeral;
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Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Anggaran

2 a_ Pendapatan

* Rp  1.473.541.520.417 ,36
b. Belanja : Rp  1.449.067.071, 614,00
Surpius 3

Rp 24.474.448 .803,36
€. Pem biayaan

- Penerimaan : Rp 18.000.657.153,15
- Pengeluarap : Rp 4.009.619.650,00 13.991.037.503,15
Pembiayaan Netto '

Pllli 4

laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebagai berikut :

’ Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp5.573.134.19

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan ; Rp 1.479.114.6
b. Realisasi Rp

Selisih Kurang

) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja seJ“mlah (Rp4
. a. Anggaran Belanja setelah perubahan
b. Realisasi

Selisih Kurang

3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surpluss
a. Defisit setelah perubahan
b. Realisasi

Selisih Lebih
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[4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp1.149,948,00 dengan

rincian sebagai berijcut:
a. Setelah Perubahan : Rp 17.999.507.205,15 e
b. Realisasi © Rp ___ 18.000.657.153,15
Selisih Lebih 5 Rp 1.149.948,00
SelisihAnggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp9.619.650,00deny.n Tinc
a. Setelah Perubahan : Rp 4.000.000.000,00
b. Realisasi : Rp 4.009.619.6§Q,QQ
Selisih Lebih . Rp ;
Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah (Rp8.469.702,00) dengan rincian Shnaesn .
a. Setelah Perubahan Rp 13.999,507.205,15

b. Realicasi

Rp 13.991.037.503.15 9.702.00!
Selisth Kurang Rp (8.46 /00)

Bagian Kedua
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud
: sampai dengan 31 Desember tahun 2019 seb:
Saldo Anggaran Lebih Awal

J Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelg
Saldo Anggaran Lebih Akhir
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Bagian Ketiga
Neraca

Pasal 6
Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2019 Sebagai berikeut -
a Jumlah Aset : Rp 2.491.141.]65.823,51
b. Jumiah Kewajiban : Rp 17.097.378,328,22
' e Jumlah Ekuitas Dang Rp  2.474.043.787 495 29

Bagian Keempat
Laporan Operasional

Pasal 7

iporan Operasiona] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d urtuk tahun y
ember tahun 2019 sebagai berikut :

pai dengan 31
| Pendapatan Lo

Surplus - Laporan Operasional 5

S RpI

Rp  1.488.548.138,
. : Rp =gz
£ Defisit dari Non Operasional - LO (RS
5 Defisit dari Pos Luar Biasa - LO : (Rp
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<Aporan f

rubahan Ekuitas se
31 Desember tahun 201

Eruitas Awal

UIplus / Defisit Lo
orcks: Ekuitas Lainnya
Al

khir

“TUS Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf euntuk tahynp yang beraghiy sampai dengan 31
tahun 2019 Sebagai beril¢
as awal per ] Januari tahyn 2019 Rp 18.390.249.700,15
s bersih dary aktivitag operasi Rp 324.104,945_956,36
Arus kag bersih dary aktivitas mnvestasj (Rp 299,630_497.]53'00 )
1S kas bersih dary aktivitag Pendanaan (Rp 4.008.469.650,00 )
FUs kas bersih dapy aktivitas Transitoris (Rp L0092 Q08
as dj s}»-r)dahara Penerimaan Rp g2 =0 000 U0
24140 kas gl} per 31Desember tahun 2079 kp SRR

Bagian Keenam
Laporan Perubahan Ekuitas

bagaimana dimaksud d
9 sebagai berikut :

Bagian Kelima
Laporan Arus Kas

Pasal 8

Pasal9

alam Pasal 2 ayat (1) huruf £ untuk tahyn Yang berakhir sampaj

Rp 2. 142.718 665, 1 12,45
Rp 160.726.041 677,72
Rp 170.599.080.705, 12
Rp

2.474, 043.787.495,29
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Bagian Ketujuh
Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 10

tatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2019
Secara kuantitatif atags POs-pos laporan keuangan.

BAB Im1
Ln.mpiramkmpimn
Pasal 11

Anggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan gan Belanja Daerah sebagai a B
tum dalam Lampiran Peratyran Daerah inj, terdirj dari : 4

Laporan Realisasi Anggaran
€Ut Urusan pemerintahan daerah Oorg

Ringkasan LRA m
Rincian LRA Menurut urusan pemerintahan daerah, organi

Pembiayaan; . e
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah ment

gggﬁu&?r?ﬂainmmn belanja daerah
pPemerintahan daerah dan fungsi dalam kera_ngka
laporan perubahan saldo anggaran lebih; s
laporan operasional;

LPE;

Neraca;

Laporan arus kas;

Catatan atas laporan keua.nga.n;

10
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Lampiran Vil
Lampiran [X
Lampiran X
Lampiran XI
Lampiran XII
Lampiran X111
Lampiran x1v
Lampiran Xv
Lampiran Xv|
Lampiran Xvi|
Lampiran XvIII

Lampiran x1x

Daftar rekapitulasi piutang daerakh;

Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih;

Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan
Daftar rekapitulasi aset tetap;

Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
Daftar rekapitulasi aset lainnya;

Daftar dana cadangan daerah;

Daftar kewajiban Jjangka pendek;

Daftar kewajiban jan, anjang; A T
Daftar keﬁaiaﬂ-kisiagf.]: l;,'anjg bgium diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan |

dalam tahun anggaran berikutnya; rah
lkhtisar laporan keuangan Badap Usaha Milik Daerah/Perusah bas

pengurangan aset tetap daerah:

ti menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran
h lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
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